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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari musdes, 

kemudian menyusun RPJMDes untuk jangka waktu 6 tahun. Dimana 

RPJMDes memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan 

pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang 

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Di Desa Bandung, setiap penerimaan itu ada dari penghasilan asli desa 

(PAD) dan ada juga transfer dari APBD maupun APBN kemudian ada 

yang dari pendapatan lain-lain. Untuk pengeluaran ada beberapa bidang 

yaitu : bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, 

bidang pemberdayaan.  

Untuk prosedur pencairan dana dari pelaksana kegiatan yang disertakan 

SKPPKD lalu mengajukan permohonan pembayaran ke bendahara, 

disertai dengan bukti-bukti pembelian, dari kepala seksi terus ke 

sekretaris desa untuk verifikasi, lalu dibawah mengetahui kepala desa, 

baru bendahara mencairkan dana. Pihak-pihak yang terlibat dalam dalam 

penatausahaan yaitu kepala seksi selaku pelaksana, bendahara, 

sekretaris desa selaku koordinator, dan kepala desa selaku 

penanggungjawab. Bendahara desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan kepada kepala desa ada yang tiap bulan 
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pada waktu tutup buku, ada juga tiap semester dan ada juga di akhir 

tahun. 

Proses pelaporan yang ada di desa Bandung di mulai dari setiap tim 

pelaksana membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan 

APBDes dari masing-masing kegiatan seperti mengumpulkan bukti-bukti 

pembelian, dari kegiatan yang sudah dilakukan, terus disusun mulai SPP, 

pertanggungjawaban pembelian, kwitansi, foto dokumen, dll. Proses 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Bandung di 

mulai dari penerimaan selama 1 tahun yang sudah realisasi kemudian 

dimasukkan juga pengeluaran selama 1 tahun yang sudah realisasi. LPJ 

realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Bandung terdiri dari pendapatan, 

belanja dan pembiayaan. Pemerintah desa menyampaikan laporan ke 

kabupaten biasanya paling lambat bulan maret tahun berikutnya.  

2. Dapat diketahui dari lima analisis, yakni perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggugjawaban Desa Bandung telah 

sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa  di  Desa Bandung telah membuat RAPBDes yang 

disepakati dan dirapatkan dengan BPD yang kemudian di  dalam 

pelaksanaanya yang berisi transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. 

Dan setiap penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti 

yang lengkap dan sah. Sedangkan untuk pelaporan dan pertanggung 

jawaban APBDes telah di laporkan sesuai dengan peraturan yang ada 

dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa. Bahwasannya laporan realisasi pelaksanaan APBDes 
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telah diinformasikan kepada BPD selaku perwakilan dari masyarakat 

pada rapat yang dilakukan perangkat Desa Bandung. 

 

B. Saran 

Adapun saran dari penelitian ini dapat memberikan lebih baik bagi 

Pemerintah Desa Bandung Kecamatan Kabupaten Mojokerto terkait dan 

bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut : 

1. bagi pemerintah Desa Bandung diharapkan lebih memahami 

jobdesk masing-masing. Karena, perangkat desa masih kesulitan 

dalam melakukan kinerjanya yang beberapa pekerjaan dari 

perangkat desa dilakukan oleh bendahara desa. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

secara menyeluruh dan memperbanyak bukti-bukti atau dokumen 

yang diambil. 
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